'SALINA

=

wl

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI

Menimbang

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang
mengatur bahwa pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis serta
ketentuan mengenai pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU;

bahwa berdasarkan hasil perubahan komposisi pegawai di
sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, perlu
dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim
Teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang
sebelumnya telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mamasa Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilhan Umum Kabupaten Mamasa tentang perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 06
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Mengingat

1.

Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014ang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
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10.

11.

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi
Pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
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12.

13.

14.

15.

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 12361 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah
sebagian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pernilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 531);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 799);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 2721);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan ~ Umum  Provinsi. Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;

2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman atau standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

3. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan
pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola
pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan
efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang
lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudabh;

b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan bidang hukum;
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c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia
untuk meningkatkan pengelola;
d. Membuat laporan kegiatan tahunan secara lengkap dan
terstruktur;
e. Melakukan rapat evaluasi persemester dan tahunan.
KEEMPAT :  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 06
Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

- ; , Ttd
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMARLIN
KABUPATEN MAMASA

vepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI ~ PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI  PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN
MAMASA NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

JABATAN DALAM
TIM

NO NAMA JABATAN

1 Sumarlin Ketua KPU Kabupaten Mamasa Ketua Tim Pembina

2 | Harun Al-Rasyid | Anggota KPU Kabupaten Mamasa Anggota Pembina

3 Limbonglele Anggota KPU Kabupaten Mamasa Anggota Pembina

4 Nonce Ada’ Anggota KPU Kabupaten Mamasa Anggota Pembina

5 Askar Anggota KPU Kabupaten Mamasa Anggota Pembina

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

Salinan sesuai dengan aslinya Ttd
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA SUMARLIN

vepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

/dih.kpu.go.id/sulbar/mamasa



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI ~ PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI  PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN
MAMASA NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

JABATAN DALAM
TIM

NAMA JABATAN

John Richardes Sekretaris KPU Kabupaten Mamasa | Penanggung Jawab

Yenny
N Kasubag Teknis Penyelenggaraan o _
Langitiboyong Pimpinan Redaksi
Pemilu dan Hukum
Buntuarruan

) Kasubag Sumber Daya Manusia dan _ _
Rima Datupuang L Sekretaris Redaksi
Partisipasi Masyarakat

Denny Octovian Staf Subbagian Teknis Redaksi Produk
Arruanbanga Pawa | Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Hukum
Tririanto Staf Subbagian Teknis

.. _ Petugas Redaksi
Wijayaputra Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Staf Subbagian Sumber Daya
Yusuf Arianto _ S Anggota Redaksi
Manusia dan Partisipasi Masyarakat

) ) Staf Subbagian Teknis _
SriJayanti T Anggota Redaksi
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
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Staf Subbagian Sumber Daya
8 Chan Otniel
Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Administrator

Sosial Media

Staf Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

9 Ilham

Operator dan
Editor JDIH

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMARLIN

KABUPATEN MAMASA
vepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

/dih.kpu.go.id/sulbar/mamasa




